SALINANJ

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PERSEROAN TERBATAS MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dipandang
perlu terhadap Peraturan Daerah yang mendasari pembentukan
Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas untuk
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan
Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 100
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 45).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menetapkan

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN
TERBATAS MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan
Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 45) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Penamaan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas
Mahakam Gerbang Raja Migas atau yang disebut PT. MGRM
diubah menjadi Perusahaan Perseroan Mahakam Gerbang
Raja Migas atau disingkat PT.MGRM (Perseroda).

2. Judul BAB VI diubah, sehingga judul BAB VI berbunyi sebagai
berikut:

BAB Vi
PENYERTAAN MODAL DAERAH



BAB VI
PENYERTAAN MODAL DAERAH

3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan
Penyertaan Modal Daerah.

(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan PT.
MGRM (Perseroda).

(3) Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Desember 2018

Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd
SUKHRAWARDY S
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 113
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Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum




